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a. bahwa memperhatikan perkembangan sosial, politik,
budaya dan kemasyarakatan terkait dengan Penataan Desa
khususnya pemekaran Desa, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Penataan Desa untuk lebih memperkuat asas
kedudukan desa yang lebih demokratis dalam pelaksanaan
pengaturan dan kebijakan mengeriai desa dengan
mempertimbangkan asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial
budaya masyarakat Desa;

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penataan Desa.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2017 ten tang Penataan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016
Nomor 135) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10
Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa (
Lernbaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor 162);

11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 51 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penataan Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 51 ).



(1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung

sejak pembentukan;
b. jumlah penduduk paling sedikit 2.500 (duaribu lima ratus)

jiwa atau 500 (limaratus) Kepala Keluarga;
c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
e. memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya

manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung;
f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta

Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan

pelayanan pu blik;
h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan

tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa
se s u ar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

Pasal5

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf h dihapus, dan huruf j diubah, dan ayat (2)
diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1)Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) merupakan penilaian tingkat perkembangan
pemerintahan desa guna mengetahui efektivitas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam
rangka penataan Desa.

(2)Format Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintaha Desa sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penataan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2020 Nomor 51 ), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

PasaI I

PERUBAHANATAS PERATURANBUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR51 TAHUN2020 TENTANGTATACARAPENATAAN
DESA.

TENTANGBARATLOMBOKBUPATIPERATURANMenetapkan

MEMUTUSKAN:



bersanding menjadi 1 (satu) Desa, meliputi:
1. Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa;
2. Berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen

musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang bagian
wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Desa
baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala
Desadan BPD.

(2) Berita acara hasil musyawarah Desa dan/ atau notulen
musyawarah Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1)huruf a dan
huruf b angka 2 sekurang-kurangnya memuat:
a. persetujuan pemekaran Desa atau penggabungan dari Desa

yang bersanding;
b. nama calon Desa persiapan;
c. cakupan wilayah dusun di Desa induk dan di Desa

persiapan paling sedikit terdiri dari 3(tiga) dusun;
d. lokasi pusat pemerintahan di Desa persiapan;
e. dukungan dana dari APBDes Desa induk maksimal 30%

untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa
persiapan dalam jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun
berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Desa
persiapan; dan

f. peta indikatif batas Desa induk dengan Desa persiapan.

Desa yangbagian Desa daripenggabunganb. untuk

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah:
a. untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua)

Desa atau lebihmeliputi:
1. Hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
2. Berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen

musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala
Desa dan BPD.

Pasal 6

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagaiberikut:

1. cakupan wilayah Desa paling sedikit terdiri dari 3 (tiga)
dusun.

(2) Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat(l), meliputi:
a. persyaratan administratif;
b.persyaratan teknis; dan
c. persyaratan fisikkewilayahan.



DesaMasyarakatmelalui Dinas Pemberdayaan
Kabupaten Lombok Barat.

Camat.
(3A) Berdasarkan Berita acara hasil musyawarah Desa dan

notulen musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Camat memberikan rekomendasi kepada Bupati

pemekaran Desa
Daerah sebagaimana

rencana pembentukan Desa melalui
berdasarkan prakarsa Pemerintah
dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara
dengan dilengkapinotulen musyawarah Desa.

(3) Berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen
musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi bahan laporan Kepala Desa kepada Bupati melalui
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten
Lombok Barat dan tembusan disampaikan kepada

Desa untuk
Desa terhadap

BPD menyelenggarakan musyawarah
mendapatkan kesepakatan masyarakat

(1)

Pasal 10

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan
ayat (4) disisipkan 1(satu) ayat yakni ayat (3A),sehingga Pasal 10
berbunyi:

Pasal8

Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2)huruf c,meliputi:
a. cakupan wilayah Desa paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) dusun;
b.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa
yangtelah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

c. lokasi pusat Pemerintahan Desa;
d.sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan
publik;dan

e.batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima)tahun terhitung
sejak pembentukan.

4. Ketentuan Pasal 8 huruf a diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:
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Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, nlemerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah
Kabupaten Lombok Barat.

Pasal II

(1)Rincian alokasi biaya operasional paling banyak 30%
(tigapuluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Induk sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (5),
rneliputi:
a. biaya operasional desa;
b. honorarium/penghasilan perangkat dcsa; dan
c. biaya rapat dan musyawarah desa

(2)Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan,
dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Induk, dan/atau swadaya masyarakat.

(3)Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mampu atau tidak
cukup dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk
dariZatau swadaya masyarakat dapat dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan dapat
dibiayai Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 17A

6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal
17A,yang berbunyi sebagai berikut:

tertulis berita acara
dimaksud pada ayat

Kepala Desa melaporkan secara
hasil musyawarah Desa sebagaimana
(2) dan ayat (3) kepada Bupati.

(4)



No Indikator Sub Indikator Ada
Tdk

Skor
Ada

A. Pemerintahan Oesa 1. Pelaksanaan Musyawarah Oesa

2. Partisipasi masyarakat dalam
Musyawarah Oesa

3. Penyusunan RPJMOes
4. Penyusunan RKPOes

5. Penyusunan APBDes
6. Kerjasarna an tar desa

7. Adanya BUMOes
8. Sarana dan prasarana BPO

9. Partisipasi BPO dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Oesa

10. Koridisi kantor desa
11. Koridisi perangkat desa
12. Koridisi SOTK

13. Buku Adrninistrasi Pemerintahan
Oesa

14. Petadesa

15. Peraturan Oesa yang diterbitkan
setiap tahunnya

16. Peraturan kepala desa yang
diterbitkan setiap tahunnya

17. Pertanggungjawaban keuangan Oesa

18. SOP pelayanan didesa
19. Tersedianya akses informasi kepada

masyarakat

20. Pemanfaatan tekhnologi dalam
pelayanan pada masyarakat

21. Keterscdiaan data profil Oesa

22. Pemahaman Kades dan perangkat
desa terhadap tugas dan furigsi
masing-masing

A. FORMAT EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

Peraturan Bupati Lombok Barat
~~Tahun 2020
1(, t-.bVtlllW !X>d-O
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penataan Desa

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang



23. Tetersediaan pendukung sarana dan
prasarana pelayanan masyarakat

24. Penyelenggaraan rapat koordinasi
dengan BPD

25. Penyelenggaraan rapat koordinasi
dengan perangkat de sa

26. Pelayanan Pajak Burni Dan
Bangunan

27. Kemarnpuan Kepala Desa dan
Perangkat Desa dalam melakukan
koordinasi

B. Pembangunan 1. Kondisi kesejahteraan masyarakat
Desa

2. Alokasi anggaran pembangunan desa
dalam APBDes

3. Sarana pendidikan
4. Sarana kesehatan

5. Akses transportasi antar wilayah

6. Akscs kornuriika si
7. Potensi sumber daya alam

8. Potensi sumber daya manusia

9. Kerjasama antar desa

10. Kerjasama dengan pihak ketiga

11. Kondisi BUMDes
12. Jumlah lembaga ckonorni tingkat

Desa

13. Adanya informasi dan tekhnologi
sebagai akses rnasyarakat

14. Adanya pelestarian lingkungan
Hidup

15. Keterscdiaan saran a masyarakat
(pasarclesa)

16. Partsipasi masyarakat dalam
mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan)
tahun

17. Ketersediaan sarana air bersih bagi
masyarakat dipemerintahan

C.
Pemberdayaan 1. Partisipasi masyarakat dalam
Masyarakat perencanaan pembangunan desa

2. Partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan desa

3. Partisipa si masyarakat dalam
pengawasan pcmbangunan desa



Keterangan Kriteria penilaian:

1. Skor untuk penilaian (ada)* =2
2. Skor untuk penilaian (tidak ada)" = 1
3. Total skor rnerupakan penjurnlahan dari skor Desa:

a. Untuk Desa dengan nilai skor paling sedikit 90 dapat rnelakukan pernbentukan
desa dan perubahan status rnenjadi kelu raha n.

b. Untuk Desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat rnelakukan penggabungan
Desa.

4. Kontribusi rnasyarakat dalarn
pern bangunan Desa

5. Partisi pa si rna syara ka tda lam penyeles
aian perrnasalahandidesa

6. Adanya upaya
pelestariari/ kesinarn bungan sarana
prasar ana didesa oleh masyara kat

7. Partisipasi rnasyarakat dalarn
rnenjaga ketentrarnan dan ketertiban
urnurn

D. Kernasyarakatan 1. Jurnlah LK yang ada didesa

2. Jurnlah lernbaga keagarnaan didesa

3. Jurnlah lernbaga so sial budaya
rriasyarakat

4. Jurnlah lernbaga kcpemudaan

5. Jurnlah lernbaga pernerhati
perernpuan, anak dan orang rniskin

6. Partisipasi lernbaga kernasyarakatan
dalarn upaya peningkatan
kesejahteraan rnasyarakat

7. Partisipasi lernbaga kernasvarakan
dalarn penyelesaian perrnasalahan
didesa

8. Alokasi anggaran pendukung
kegiatan kernasyarakatan

9. Partisipasi lernbaga kemasvarakatan
dalam rnendukung penyelenggaraan
pernerin tahan desa

10. Keikutsertaan kernasyarakatan
dalarn forum-forum yang ada didesa

TOTAL SKOR
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PETUNJUK PENGiSIAN BERITA ACARA
(1) Diisi Nama Berita Acara.
(2) Diisi Nama Pemerintah Desa.
(3) Diisi Nomor Berita Acara dibuat.
(4) Diisi Tahun Berita Acara dibuat
(5) Diisi tempat Berita Acara dibuat.
(6) Diisi tanggai Berita Acara dibuat.
(7) Diisi Bulan Berita Acara dibuat.
(8) Cukup jeias.
(9) Cukup jeias.
(10) Cukup jelas.
(11) Cukup jelas.
(12) Cukup jeias.
(13) Cukup jela s.
(14) Cukup jeias.
(15) Diisi nama KepalaDesa.
(16) Diisi nama Kepala atau yang mcwakili Badan Permusyarata Desa.
(17) Diisi nama perwakilan masyarakat.

( )(17)

PERWAKILANMASYARAKAT

( )16( )(15)

Mcngetahui
KETUA BPDKEPALADESA

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan
kepada Bupati untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

untukkcsepakatan (13),

bulan (7)
(9) Kecamatan (10)Dcsa

Pada hari ini (5) tanggal... (6)
tahun (8) bertempat di
Kabupaten (ll) Provinsi ..
............... (12) telah ciiadakan
menyepakati (14)

BERITA ACARA (l)
PEMERINTAH DESA (2)
NOMOI~ (3)

TAHUN (4)

FORMAT BERITA ACARA


